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BABII
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR
DALAM PRESPEKTIF FIQH JINAYAH

Definisi Permufakatan dalam Figh Jinayah

Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana, adakalanya dilakukan oleh
satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang
yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. Dalam hal ini
masuk dalam ranah turut serta melakukan jarimah secara bersama-sama baik
melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, atau menyuruh orang lain
memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan
jarimah dapat dilakukan.!

Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku
Jjarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan
perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu
Jjarimah. Turut serta berbuat jarimah dibagi menjadi dua macam:

1. Turut serta langsung secara ftamalu

Subyek hukum dalam hal ini ialah orang yang melakukannya
disebut jarimah &G 4 )20\ “al-sharik mubashir” dan perbuatannya
disebut 33GN N3N\ “ishtirak mubashir” perbuatan turut serta secara
langsung menurut kesepakatan fugaha’ dalam kaidah figh jinayah
disebut sebagai d;\yl\ “al-tawafuq” artinya pelaku jarimah atau

kejahatan berbuat secara kebetulan.

! Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

67.
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Pelaku tawafuqg dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan
suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan, jadi, kejahatan itu
terjadi karena adanya pengaruh tiba-tiba seperti beberapa orang
melakukan unjuk rasa tanpa disepakati sejak awal mereka melakukan
tindakan anarkis.?

Pelaku tersebut melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang
lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak
pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian yang ada dihadapannya.
Jadi, setiap pelaku dalam jarimah yang turut serta dalam bentuk
tawatuq ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya.

Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya
bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak

bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan

kaidah:?
Sl alls 1y Lt s s 1 elia ¥t

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan fawafiq
dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.”

2 A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 17.
3 Rizqi Ibrahim, Qira’ah 17 llm Nafsi Al-Jina’i, (Beirut: Dar An-Nahdah, 1996), 11.
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2. Turut serta tidak langsung secara 7amalu

Subyek hukum dalam hal ini ialah orang yang melakukannya

disebut jarimah &3zl 2,20 “al-sharik mutasabbib” dan perbuatannya

disebut <ol .;.\bw‘ﬁ\ “ishtirak bit-tasabbi” perbuatan turut serta
secara langsung menurut kesepakatan fiigaha’ dalam kaidah figh
Jjinayah disebut sebagai Y3 “al-tamali” artinya pelaku jarimah atau

kejahatan berbuat secara kesepakatan.

Pelaku tamalu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang
secara bersama dan terencana. Mereka bekerjasama melakukan jarimah
secara langsung sesuai dengan kesepakatan dan mereka memiliki tugas
masing-masing  yang harus  dipertanggungjawabkan  secara
keseluruhan.* Namun dalam hal ini bentuk pertanggung jawab atas

hasil keseluruhan perbuatan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah:®
P s g it o e bt

Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu
dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat
Jjarimah.

4 Jaih Mubarok, Kaidah Figh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Balai
Quraisy, 2004), 25.
5> Jundy Abdul Malik, A/-Mausu’ah Al-Jina’i(Beirut: Dar An-Nahdhah), 145.
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B. Unsur-unsur Permufakatan dalam Figh Jinayah
1. Unsur-unsur Turut serta tidak langsung secara Tawafiq

a. Adanya Niat Berbuat Jarimah
Pada “tawaquf’ niatan apa peserta dalam jarimah tertuju untuk
memperbuatnya, tampa ada kesepakatan sebelumnya melainkan
masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan
fikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering-sering terjadi
pada kerusuhan-kerusuhan demonstrasi atau perkelahian secara
keroyokan.®
Pendirian syariat islam dalam persoalan turut berbuat langsung
sama dengan pendiriannya mengenai soal “jarimah percobaan”,yakni
menghukum berdasarkan niatan si pembuat. Pendirian tersebut sama
dengan pendirian subyektif.yang banyak di pakai pada hukum-hukum
positif moderen, di antaranya ialah hukum pidana RPA.
Yurisprudensi di indonesia pada mulanya mengambil pendirian
obyektif.
b. Dilakukan bersama-sama
Orang yang memperbuat jarimah sendirian atau bersama-sama
orang lain. Jika masing-masing dari tiga orang tersebut mengarah kan
tembakan kepada korban dan mati karena tembakan itu, maka ketiga

orang tersebut di anddap melakukan pembunuhan.

¢ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 139.
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Demikian pula apabila mereka bersama-sama mengambil
barang orang lain, masing-masing di anggap sebagai pencuri.” Dalam
pada itu, fugaha’ mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam
mewujudkan jarimah terjadi secara kebetulan, atau memang sudah di
rencanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut
“tawafuqg’ dan keadaan ke dua di sebut “zamali’.

c. Melakukan Perbuatan Jarimah

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seseorang
melakukan sesuatu perbuatan yg di pandang sebagai permulaan
pelaksanaan jarimah yang sudah cukup di sifati sebagai maksiat, yang
dimaksudkan untuk melaksanakan jarimah itu. Dengan istilah
sekarang ialah apabila ia melakukan percobaan, baik jarimah yang di
perbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu
Jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut

berbuat langsung.®

2. Unsur-unsur Turut serta tidak langsung secara 7amalu
a. Adanya Niat Kesepakatan jarimah
Dengan persepakatan atau hasutan atau bantuan, dimaksudkan
oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu jarimah
tertentu. Kalau tidak ada jarimah tertentu yang dimaksudkan, maka

ia dianggap turut berbuat pada setiap jarimah yang terjadi, apabila

7 Ibid, 140.
$ Ibid, 141.
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dimungkinkan oleh niatnya. Kalau jarimah yang terjadi bukan yang
dimaksudkannya maka tidak ada “turut berbuat”, meskipun karena
persepakatan dan lain-lain itu sendiri ia bisa dijatuhi hukuman.’

Pada “tamali’para peserta telah bersepakat untuk memperbuat
sesuatu jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil
Jjarimah itu. Serta saling membantu dalam melaksanakan-nya.
Apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ke tiga,
kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan
yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya
bertanggung jawab atas kematian tersebut.

b. Adanya Wujud Kesepakatan Jarimah

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan
karena kesamaan kehendak untuk berbuat jarimah. Kalau tidak ada
persepakatan sebelumnya, maka tidak ada “turut berbuat” kalau
sudah ada persepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas jarimah yang
terjadi dan dikerjakan bersama.

Untuk terjadinya “turut berbuat” sesuatu jarimah harus
merupakan akibat persepakatan. Jika seseorang bersepakat dengan
orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga
tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap dirinya

dan oleh karena itu ia pergi ke tempat orang kedua tersebut.

 Abdur Rahman , Tindak Pidana Dalam Pidana Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 180.
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Dan ia (orang ketiga) itu hendak membunuhnya terlebih dahulu,
akan tetapi orang kedua itu dapat membunuh orang ketiga terlebih
dahulu karena untuk membela diri, maka kematian orang ketiga
tersebut tidak dianggap sebagai akibat persepakatan, melainkan
karena akibat pembelaan diri dari orang kedua, yaitu orang yang
mestinya akan melakukan pembunuhan sendiri terhadap orang ketiga.

Meskipun terhadap orang kedua tidak dijatuhi hukuman karena
pembelaan diri tersebut namun ia dapat dihukum karena persepakatan
jahatnya dengan orang lain, sebab persepakatan jahat itu sendiri
adalah suatu perbuatan maksiat yang dihukum baik dapat
dilaksanakan atau tidak.'°

1) Menyuruh
Menghasut ialah membujuk orang lain untuk berbuat

Jjarimah, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk

diperbuatnya jarimah, walaupun tidak ada hasutan atau bujukan

maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya.

Baik bujukan itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya

Jarimah, namun bujukan itu sendiri adalah suatu maksiat yang

bisa dijatuhi hukuman.

Kalau orang yang mengeluarkan perintah (bujukan)
mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang

tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka

10 Tbid. 181
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perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang
diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila dan
yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka
perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi
menimbulkan jarimah atau tidak.

2) Memberi Bantuan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam
perbuatan jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak
langsung. Meskipun tidak ada persepakatan untuk itu
sebelumnya, seperti mengamat-amati jalan untuk memudahkan
pencurian bagi orang lain.

Perbedaan antara memberi bantuan dengan pembuat asli
ialah kalau pembuat asli adalah orang yang memperbuat atau
mencoba memperbuat pekerjaan yang dilarang; maka memberi
bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya
menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak
ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang

ataupun sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.
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C. Sanksi Pidana Permufakatan dalam Figh Jinayah

Pada dasarnya menurut shari’at islam, hukuman-hukuman yang telah
ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan gisas hanya dijatuhkan atas
pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang
yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhkan hukuman
ta’zir* Namun apabila perbuatan tidak langsung itu dipandang sebagai
pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata
yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung
tersebut bisa dijatuhi hukuman Audud atau gisas. Sebagaimana dalam kaidah
figh sebagai berikut:!?

O35 f4t aileatdl a8 sy dua T Lig pttate B 3 R )
Apabila orang-orang berserikat melakukan pembunuhan secara langsung,
maka hukumannya adalah gisas terhadap mereka yang terlibat, meskipun
sebagian mereka melakukan pembunuhan, sedangkan sebagian lagi hanya
menjaga saja.

Menurut /mam Malik, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak
langsung, bagaimanapun caranya, dia tetap dianggap sebagai pembuat
langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya jarimah, dan apabila pembuat
asli tidak sanggup melaksanakan, maka dia sendiri (pelaku tidak langsung)

yang akan melaksanakan, atau bekerjasama dengan orang lain.

" Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah, (Kairo: Dar An-Nahdah, 1987), 120.
12 Muhammad Abdul Jawad, Buhuth 17 Al-Shari’ah Al-Islamiyah wa Al-Qanun, (Mesir Dar Al-
Kutub), 55.
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Namun disini, hukuman pelaku tidak langsung adakalanya berpengaruh
atau tidak berpengaruh oleh keadaan diri dan perbuatan pembuatan
langsung,seperti halnya dari pendapat /mam Malik yang tersebut di atas. hal
ini dilihat dari segi perbuatan, apabila perbuatan pembuat langsung sesuai
dengan yang dimaksud oleh pelaku tidak langung, dan perbuatan itu berupa
Jjarimah hudud, gqisas, dan ta’zir, maka masing-masing menerima
hukumannya seperti yang dibicarakan di atas.

Dari segi keadaan pembuat asli, maka apabila hukuman menjadi hapus,
diberatkan atau diringankan, maka keadaan ini tidak berpengaruh pada
pembuat tidak langsung, karena perbuatan tersebut hanya didasarkan atas
keadaan pembuat langsung sendiri, seperti halnya anak-anak dibawah umur
dengan orang dewasa, atau antara orang yang bisa memperbuat jarimah

dengan pembuat tidak langsung yang belum pernah melakukan jarimah.

. Definisi Tindak Pidana Makar dalam Figh Jinayah

Mengenai bughat secara etimologis, al-baghyu berasal dari kata G -
:;w—:;u yang berarti menurut sesuatu. Dalam kalimat C:u J:Lfﬁ\ L;.c Cf”
artinya (sXisls (“ilia berbuat zalim dan menganiaya. Pelakunya disebut tb

yang bentuk jamaknya adalah :\ai Kata :;u juga berarti j«.{v sombong atau

takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan

haknya.
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Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi yang
dikemukakan oleh ulama mazhab sebagai berikut:'?

a. Pendapat /mam Malik
gt 5 4l ki 2 0 A S25 0 0 0 UYL o

Pemberontak adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang
kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat,
dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (ta’wil).

b. Pendapat /mam Hanbal
ER PSSR PR AR W LV RPN O PR NECR A - P

Pemberontak adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan
dengan Al-Imam Al-A’zam (Kepala Negara atau Wakilnya), dengan
menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.

c. Pendapat /mam Hanifah
gopa g b b G2 sl L A

Pemberontak adalah keluar dari ketaatan kepada imam (Kepala Negara)
yang benar (Sah) dengan cara yang tidak benar.

d. Pendapat /mam Shafi’7
e B Bl pYT el 1o plld g 38 o5 B8 £33 5a L R0

Pemberontak adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan
pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (/mam),
dengan menggunakan alasan (¢a’wil) yang tidak benar.

E. Unsur - unsur Tindak Pidana Makar Menurut Figh Jinayah

13 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: AMZAH, 2013), 59.
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Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur —
unsur jarimah bughat tamaluitu ada tiga, yaitu:'#
a. Adanya Niat Melawan Hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan
adanya niat yang melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur
ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk
menjatuhkan 7mam, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan
maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai
pemberontakan.

Untuk bisa dianggap ke luar dari imam, diisyaratkan bahwa pelaku
tersebut bermaksud untuk menggulingkan imam, atau tidak menaatinya,
atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh
hukum. Dengan demikian apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu
untuk menolak kemaksiatan pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak.
Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah — jarimah sebelum
penggunaan kekuatan atau setelah selesainya pemberontakan maka disini
tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak karena dalam hal ini ia

tidak dihukum sebagai pemberontak melainkan sebagai jarimah biasa.

b. Pembangkangan terhadap Kepala Negara (/mam)

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 111.
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Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan diisyaratkan harus ada
upaya pembangkangan terhadap kepala negara, pengertian membangkang
ialah menentang kepala Negara dan berupaya untuk memberhentikannya
atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara.
Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan
untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang
ditetapkan untuk kepentingan perorangan.

Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para fugaha’, penolakan untuk
tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan bukan
merupakan pemberontakan melainkan suatu kewajiban. Hal ini ketaatan
tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan dan tidak boleh dalam
kemaksiatan oleh karena itu apabila seorang imam (kepala negara)
memerintahkan sesuatau yang bertentangan dengan shari’at maka tidak
ada kewajiban bagi siapa pun untuk menaati apa yang diperintahkannya.

Unsur-unsur pembangkangan antara lain:!>

1) Pembangkangan ditujukan kepada kepala negara atau pejabat

negara yang sah.

2) Pembangkangan ditujukan untuk merebut kedaulatan negara.

3) Pembangkangan ditujukan dengan merusak stabilitas pertahanan

dan keamanan negara.

Para ulama madhab juga telah sepakat bahwa memerangi dan

menumpas orang — orang yang membangkang terhadap pemerintah yang

15 Tbid, 111.
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sah tidak boleh dilakukan sebelum mereka ditanya tentang sebab
pembangkangan itu. Apabila mereka menyebutkan beberapa kezaliman
dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka memiliki
fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan
kezaliman dan penyelewengan tersebut. Setelah itu mereka diajak untuk
patuh dan tunduk kepada imam atau kepala negara, apabila mereka tidak

mau kembali maka barulah mereka diperangi atau ditumpas.'¢

c. Pembangkang dilakukan dengan kekuatan

Tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan
diisyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan,
apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka
hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan.

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah adanya jumlah
yang banyak dari para anggota yang memberontak atau kekuatan fisik dan
senjata serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka
mengadakan perlawanan. /mam Hanbal mengartikan kekuatan dengan
sesuatu (gabungan orang dan senjata) untuk menumpasnya diperlukan
prajurit yang banyak. /mam Shafi’i mensyaratkan untuk terwujudnya
kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati karena kekuatan

tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin.

16 Thid, 114.
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Pendapat Imam Shafi’7 ini cukup beralasan, karena berapa pun
banyaknya anggota dan kuatnya suatu kelompok tetapi kalau tidak ada
pemimpin yang karismatik dan berwibawa maka kelompok tersebut
dianggap tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian pengertian
kekuatan itu harus berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistik,
dan pemimpin yang pandai mengatur taktik dan strategi.

Pemberontakan menurut /mam Malik, Imam Shafi’i, dan Imam
Ahmad dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata (tahap
penghimpunan kekuatan saja) maka pembangkangan itu belum dianggap
sebagai pemberontak melainkan tindakan tersebut dikategorikan sebagai
ta’zir.

Akan tetapi menurut /mam Hanifah mereka itu sudah dianggap
sebagai pemberontak karena menurut /mam Hanifah pemberontakan itu
sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan
dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam,
bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata kalau
situasinya sudah demikian justru akan lebih sulit untuk mencegah

peperangan.
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Adapun orang yang keluar dari 7mam tanpa argumentasi dan
kekuatan, dianggap sebagai perampok bukan pemberontakan pendapat ini
dikemukakan oleh /mam Hanifah dan Imam Ahmad. Demikian pula orang
yang keluar dengan disertai argumentasi tetapi tanpa kekuatan menurut
Madhab Hanbal tidak termasuk pemberontakan, akan tetapi menurut
sebagian fugaha’ Hanbal, orang yang keluar dari imam disertai dengan

argumentasi meskipun tanpa kekuatan termasuk pemberontak.!”

F. Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Makar dalam
Figh Jinayah
Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana
maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak
pidananya. Pertanggungjawaban sebelum dan sesudah penggunaan kekuatan
berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya
penggunaan kekuatan.'®
a. Pertanggungjawaban Sebelum dan Sesudah Penggunaan Kekuatan
Orang yang melakukan pemberontakan dibebani
pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya
sebelum dan sesudah pertempuran baik perdata maupun pidana sebagai
pelaku jarimah biasa. Apabila sebelum terjadinya pemberontakan ia
membunuh orang maka ia dikenakan sanksi gishash, jika ia melakukan

pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan dan

7 Ibid, 116.
18 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 76.
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apabila ia merampas harta milik orang lain maka wajib ia mengganti
kerugian tersebut, dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak,

meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

. Pertanggungjawaban atas Perbuatan saat terjadi Penggunaan Kekuatan
Tindak pidana yang terjadi saat pemberontakan berlangsung terbagi

atas dua macam, yaitu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan

pemberontakan dan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan

pemberontakan.

1) Berkaitan Langsung dengan Pemberontakan

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan,
seperti merusak jembatan, menghancurkan gudang amunisi,
menghancurkan gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat
atau menawannya semua tiu tidak dihukum dengan jarimah biasa
melainkan dengan hukuman jarimah pemberontakan yaitu hukuman
mati apabila tidak ada pengampunan.

Apabila dalam melakukan penumpasan yang bertujuan untuk
menghentikan pemberontakan dan melumpuhkannya mereka telah
menyerah dan meletakkan senjatanya maka penumpasan harus
dihentikan dan mereka harus dijamin keselamatan jiwa dan hartanya.
Tindakan selanjutnya pemerintah (Ulil Amri) boleh mengampuni
mereka dengan hukuman fa’zir atas tindakan pemberontakan mereka

bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat
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terjadinya pemberontakan, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan
atas para pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap
adalah hukuman ¢a ’zir.

Hukuman tindak pidana pemberontakan dalam situasi perang
adalah diperangi atau ditumpas dengan segala akibat yang timbul,
seperti pembunuhan, pelukan, penganiayaan, hanya saja dalam
kenyataannya perang atau penumpasan tidak bisa dianggap sebagai
hukuman, melainkan suatu upaya represif guna mencegah dan
menindas pemberontak serta mengembalikannya kepada sikap taat dan
patuh kepada pemerintah yang sah.

Apabila memerangi mereka merupakan hukuman maka tentunya
diperbolehkan membunuh pemberontak setelah mereka kalah dalam
pertempuran, karena hukuman mereka merupakan balasan atas apa
yang dilakukan oleh mereka. Akan tetapi ulama telah sepakat bahwa
apabila situasi perang telah selesai maka pertempuran dan pembunuhan
harus dihentikan, maka pemberontak harus dijamin keselamatannya
karena pemberontakan itulah yang menyebabkan ia kehilangan jaminan

keselamatannya.

Tidak Berkaitan Langsung dengan Pemberontakan
Adapun tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya
pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan maka

dianggap sebagai jarimah biasa dan pelaku perbuatan tersebut dihukum
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dengan hukuman Audud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.
Pendapat ini dikemukakan oleh /mam Hanifah namun Madhab Shati’i
berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggungjawab atas semua
barang yang dihancurkannya baik ada kaitannya dengan
pemberontakan atau tidak karena hal itu mereka lakukan dengan cara
melawan hukum.

Apabila para pemberontak itu meminta bantuan kepada kafir
dhimmi maka orang kafir itu dikategorikan sebagai pemberontak dan
hukumannya pun sama, hanya saja menurut /mam Hanifah kafir
dhimmi yang turut serta di dalam pemberontakan perjanjian
dzimmalmya tidak rusak (batal) sedangkan menurut /mam Hanbal
keikutsertaan mereka dalam pemberontakan menyebabkan rusaknya
perjanjian dzimmah mereka.

Apabila para pemberontak meminta bantuan kepada kafir harbi
apabila ia musta’man batallah perjanjian keamanannya dan statusnya
kembali seperti semula sebagai kafir harbi kecuali keikutsertaan
mereka dipaksa. Apabila kafir harbi tersebut murni bukan musta’man
maka status hukumnya sesuai dengan status hukum asalnya sebagai
kafir harbi yang setiap saat boleh dialirkan darahnya atau dirampas
hartanya karena mereka itu tidak memiliki perjanjian keamanan.

Mengenai sanksi pidana bagi jarimah bughat telah tertulis dalam
Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayah 9 dan Surat Al-Maidah ayah 33,

sebagai berikut:
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Akan tetapi, kalau yang
satu melanggar perjanjian terhadapa yang lain, hendaklah yang
melanggar itu kamu perangi sampai surut kembali kepada Allah.
Kalau ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil, Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat (49): 9).!
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“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”
(Q.S. Al-Maidah (05): 33).2°
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Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontakan dan
harus dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada garis hukum di
atas, yaitu sanksi hukum terhadap orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah diperangi,
dibunuh, dipotong tangan kaki mereka secara silang, dibuang dari

negerinya.

YHamka, Tafsir Al-Azhar Juz XXV-XXVI (Jakarta: PT PUSTAKA PANJIMAS, 2007), 190.
20 Nazri Adlany, dkk, A/-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT Sari Agung, 2002), 203.



